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Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan
Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah
untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap perubahan
kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi - asumsi dasar dalam
penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja, termasuk di
dalamnya pemberian tambahan penghasilan kepada ASN, dan pembiayaan
daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara dan PAPBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2024.

Pacitan, 5 Agustus 2024
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
UPATI PACITAN KABUPATEN PACITAN
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Drs. EKO SETYORANU
WAKIL KETUA

YJWAN, S.E., M.M.
WAKIL KETUA
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses
penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi
kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis
dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Namun demikian dalam rangka mengintegrasikan APBD dengan
perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan
adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seiring
dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan
kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus
disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan.

Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian
terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah
bersama DPRD. Sebelum membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran
2024, perlu untuk dibahas bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD
Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dilakukan karena dalam
pelaksanaan APBD tahun berjalan terjadi perubahan asumsi-asumsi
dasar terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
Asumsi-asumsi dasar berdasarkan hasil evaluasi semester I
pelaksanaan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 antara
lain:

a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah;
dan/atau

c) perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.
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Perubahan Kebijakan Umum APBD ini perlu dibahas bersama
demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan
perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain
itu juga perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber
daya yang tersedia, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat
sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi
pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dengan demikian
Perubahan Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi pedoman bagi
pemerintah daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang selanjutnya digunakan
sebagai acuan dalam proses menyusun Rancangan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
disampaikan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila :

a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar
kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;

c¢) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

d) keadaan darurat; dan atau

e) keadaan luar biasa.

Disamping itu Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam

satu tahun anggaran.

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024
sebagaimana yang telah ditetapkan, terdapat perubahan terhadap
pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
dan Pendapatan Transfer. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten
Pacitan menggali potensi secara intensif terhadap sumber Pendapatan
Asli Daerah serta pemanfaatan SiLPA Tahun 2023. Perubahan
pendapatan ini berdampak pada perubahan komponen belanja maupun
pembiayaan daerah sehingga harus ditampung dalam Perubahan APBD
2024.

Sehubungan dengan hal itu, maka memperhatikan Nota
Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati Pacitan

dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor Nomor
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1.2

900/386/408.55/2023 dan Nomor : 170/12/KUA/DPRD /2023, tanggal
2 Agustus 2023 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam pelaksanaan kegiatan
selama semester I terdapat perubahan asumsi kebijakan yang berakibat
pada perubahan target dan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah
ditetapkan semula, karena terjadi perubahan terhadap pendapatan,
belanja maupun pembiayaan. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai
faktor baik eksternal maupun internal, global maupun regional, yang
dapat bepengaruh terhadap kondisi ekonomi makro Kabupaten Pacitan.

Atas dasar hal tersebut, maka dilakukanlah perubahan atas
kebijakan umum anggaran ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD
Tahun 2024, yang nantinya akan dijadikan dasar dalam Penyusunan

Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai
gambaran perubahan asumsi yang berkembang saat ini dibandingkan
dengan KUA induk Tahun Anggaran 2024, dan sebagai acuan dalam
penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan tujuan
sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024;

2. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024, yang
selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

3. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan,
belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024;

4. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika
permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat
penanganan secara cepat dengan memperhatikan kebijakan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah

Kabupaten Pacitan.
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1.3

Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024 adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perancangan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

15.Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Pacitan;

18. Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2011 tentang Rencana
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan
Tahun 2005- 2025;

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2021;

20.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pacitan
tahun 2021 Nomor 8);

21.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2021 - 2026;

22.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2023
Nomor 9);

23.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2023 Nomor 10);

24.Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2023 Nomor 142)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

25.Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2024.
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2.1

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi memiliki dua kata kunci, yaitu percepatan
dan perluasan pembangunan ekonomi. Kebijakan pembangunan
ekonomi di Kabupaten Pacitan diharapkan mampu mempercepat
berbagai program pembangunan terutama dalam mendorong
pertumbuhan dan nilai tambah sektor andalan, sehingga
berkembangnya sektor riil, dan dapat menciptakan lapangan kerja baru
yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan bertujuan untuk
mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Pacitan periode 2021-2026 dan juga untuk menjawab permasalahan-
permasalahan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Pacitan antara lain:
1. Angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih di atas rata-rata

angka kemiskinan provinsi dan nasional;

2. Pemenuhan  terhadap  kebutuhan  ketersediaan  Pelayanan
Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik dan
Infrastruktur lain;

3. Pendapatan Asli Daerah yang minim. Pada tahun 2023 realisasi PAD
Kabupaten Pacitan tercatat pada angka 12,05% terhadap total belanja
APBD. Hal tersebut menyebabkan tingkat kemandirian pengelolaan
keuangan menjadi sangat terbatas;

4. Kualitas pembangunan Manusia masih berada pada level sedang
sehingga perbaikan pada sektor Pendidikan, Kesehatan, serta
perekonomian masyarakat harus mendapatkan perhatian dan
prioritas; dan

5. Ketimpangan pengeluaran penduduk pada level sedang menyebabkan

pengeluaran penduduk menjadi kurang merata.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tema RKPD Kabupaten
Pacitan tahun 2024 adalah ”Memantapkan Kemandirian dan
Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Stabilitas Sosial”.
Tema RKPD Kabupaten Pacitan tersebut menjadi dasar untuk
menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2024

yaitu:
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1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar seperti Listrik, Air Bersih
dan Jaringan Komunikasi Wilayah Perbatasan;

2. Intensifikasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Mewujudkan
Pelayanan Pendidikan Berkarakter dan Pelayanan Kesehatan yang
Modern;

3. Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Wisata dan Sirip
Penghubung Akses Wisata;

Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal;
Penguatan Solidaritas Sosial Berbasis Kearifan Lokal;

Percepatan Penerapan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik.

Berdasarkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan ekonomi
Kabupaten Pacitan indikator makro ekonomi pada perubahan tahun 2024
masih diasumsikan sama dengan RKPD Tahun Anggaran 2024 dengan
target yang harus dicapai pada akhir tahun, antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,24%;
Tingkat Kemiskinan pada kisaran 12,87%;
Indeks Pembangunan Manusia menjadi 71,30;

Gini rasio pada kisaran 0,28;

S

Tingkat Pengangguran Terbuka 2,85%.

Sedangkan sasaran pada pembangunan RKPD Kabupaten Pacitan
Tahun 2024 adalah:
1. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang
Perekonomian dan Aksesibilitas;
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan;
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan
Masyarakat;
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan;
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;

Meningkatnya Nilai Investasi;

N o o A

Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif.

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2024 n



2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan
yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan
melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam
penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan
daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan
pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan
yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-
undangan.

Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung
jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan
daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan
pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah
perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai
rencana pembangunan agar lebih fokus dalam penanganan isu dan
permasalahan strategis secara tepat.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sebagai bagian
dari pengelolaan negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat berbagai
kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan
pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek
perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat
menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan
arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta
distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan penyesuaian

proyeksi Pendapatan Transfer, baik Pendapatan Transfer dari Pemerintah
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Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah dari Pemerintah
Provinsi Jawa Timur. Sehingga perhitungan Pendapatan Transfer
mengalami perubahan pada perubahan RKPD Tahun 2024 ini.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pacitan bertumpu
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud
pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan
pembiayaan. Kebijakan pendapatan daerah secara garis besar diarahkan
pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah,
retribusi daerah, dan pendapatan transfer dalam rangka mendukung
pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber
pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Pendapatan daerah pada
perubahan KUA dan Perubahan PPAS ini semula direncanakan
Rp1.679.341.065.069,00 menjadi Rp1.746.152.617.906,00. Perubahan
ini dikarenakan adanya kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
pada jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.
Pendapatan Transfer juga mengalami kenaikan dari Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pada sisi belanja terdapat perubahan baik Belanja Operasi,
Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, maupun di Belanja Transfer.
Belanja Daerah semula direncanakan sebesar Rp1.699.341.065.069,00
menjadi Rp1.862.661.464.007,00.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang
dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja
Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada
pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah
diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Pada
sisi pembiayaan, terdapat perubahan di penerimaan pembiayaan yang
semula  direncanakan  sebesar Rp20.000.000.000,00 menjadi
Rp116.508.846.101,00.
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BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Pembangunan ekonomi nasional difokuskan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sebagai perwujudan komitmen
Pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat umum. Hasil pembangunan nasional
ditujukan untuk dapat dinikmati oleh semua masyarakat, terutama
masyarakat lapisan bawah. Tolok ukur dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat ini dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita,
penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, perbaikan
ketimpangan, serta peningkatan kualitas hidup. Kondisi pandemic Covid-
19 telah mengubah perkembangan ekonomi, namun kondisi tersebut
mendorong Pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap
masyarakat dan pelaku usaha terdampak, terutama masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR).

Asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) 2024 telah banyak yang melenceng dari target pemerintah.
Membuat arah kebijakan APBN akan berubah karena indikator dasarnya
sudah tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Asumsi makro
yang sudah sangat signifikan berubah ialah nilai tukar rupiah yang saat
ini terus bergerak di level Rp 16.200 per dolar AS. Padahal, dalam asumsi
makro APBN Tahun 2024, nilai kurs mata uang rupiah ditetapkan hanya
sebesar Rp 15.000 per dolar AS.

Melencengnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan
mempengaruhi APBN secara signifikan, baik dari sisi penerimaan
maupun belanja. Hal ini akan berpengaruh juga pada pergerakan kurs.
Perubahan yang cukup signifikan ini menyumbang deviasi cukup besar
yang hampir Rp 700 atau Rp 1.200 dibanding end of periode (EoP), tentu
hal tersebut akan mempengaruhi berbagai faktor dalam APBN. Kemudian
di lain sisi juga inflasi telah berada di angka 3,05% dari target pemerintah
sebesar 2,8%.

Selain rupiah dan inflasi, indikator makro yang sudah melenceng
dari APBN di antaranya lifting minyak yang hanya 567,3 ribu barel per

hari, dari target 635 ribu barel per hari. Demikian juga dengan lifting gas
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yang hanya sebesar 905,2 ribu barel setara minyak per hari, dari target
yang sebesar 1.033 ribu barel setara minyak per hari.

Arah Perubahan APBN yang diproyeksikan ialah dari sisi
pemangkasan belanja negara, karena beban harga minyak dan kurs
sudah sangat tinggi, berdampak pada anggaran subsidi pemerintah yang
membengkak. Sementara itu, pendapatan negara terus anjlok hingga
saat ini. Realisasi APBN per Maret 2024 memang masih tercatat surplus
sebesar Rp 8,1 triliun atau 0,04% terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB). Namun, penerimaan negara telah turun 4,1% secara year on year
(yoy) sedangkan belanja negara masih tumbuh 18%.

Dari beberapa faktor tersebut kemudian menjadi landasan dasar
Pemerintah dalam menyusun Perubahan APBN. Arah kebijakan APBN
akan diproyeksikan berubah karena indikator-indikator ekonomi dalam
asumsi makro sudah banyak menyimpang dari target semula.
Berdasarkan hal tersebut yang kemudian menjadi dasar Pemerintah
Kabupaten Pacitan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian
terhadap Program dan Kegiatan Nasional yang diselaraskan dan

disinkronisasikan dengan Program dan Kegiatan Daerah.

Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai dasar
penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025,
mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah yang tertuang
dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, serta mengacu pada
RKP Tahun 2024 guna menjaga keselarasan dengan prioritas
pembangunan nasional.

Visi pembangunan Kabupaten Pacitan sebagaimana tertuang
dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026
yaitu:

“ UTAMAKAN RAKYAT”
“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”
Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) misi sebagai berikut:
Kesatu : Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan
Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan
dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan

Hidup;
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Misi ini dimaksudkan agar dapat mendorong
terlaksananya pembangunan infrastruktur yang
proporsional dan  tepat sasaran. Meningkatkan
pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan.
Sehingga dampaknya dapat meningkatkan pertumbuhan
ekononomi masyarakat serta membantu mempermudah
masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar. Selain itu
dengan Misi ini diharapkan pembangunan yang
dilaksanakan tetap memperhatikan kualitas lingkungan
hidup.

Kedua : Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya

Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama
dan Budaya Bangsa;
Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya
manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki
pendidikan yang bermutu, dengan derajat kesehatan yang
baik yang pada akhirnya dapat menjadi modal
pembangunan menuju masyarakat yang bahagia dan
sejahtera dengan tetap berdasar pada nilai-nilai agama dan
mengakar kepada jati diri budaya bangsa.

Ketiga : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor

Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan
Lainnya;
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas bidang
pertanian, peternakan, kehutanan rakyat, dan perikanan,
optimalisasi potensi pariwisata, serta pengembangan
UMKM dan Koperasi sebagai sektor unggulan yang di
dukung dengan kebijakan ekonomi pada sektor-sektor
lain.

Keempat : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif,
Profesional, dan Melayani;

Misi ini dimaksudkan agar birokrasi mampu berperan
dalam menjalankan program dan kegiatan yang
mendukung misi secara professional, mampu
memecahkan permasalahan secara inovatif, serta mampu

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat
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dimaksudkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan terwujud dengan adanya sinergi antar

Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.

Adapun tujuan pembangunan daerah adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, wilayah perbatasan, dan
kualitas lingkungan hidup secara akseleratif dan adil.

2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan
bahagia.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan
kemiskinan.

4. Meningkatan daya saing perekonomian melalui pertumbuhan
ekonomi berbasis sektor unggulan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang inovatif, profesional, dan

responsif.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, maka
tema RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2024 adalah ”Memantapkan
Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga
Stabilitas Sosial”. Tema RKPD Kabupaten Pacitan tersebut menjadi
dasar untuk menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan
tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Insfrastruktur Dasar seperti Listrik, Air Bersih
dan Jaringan Komunikasi Wilayah Perbatasan;

2. Intensifikasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Mewujudkan
Pelayanan Pendidikan Berkarakter dan Pelayanan Kesehatan yang
Modern;

3. Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Wisata dan Sirip
Penghubung Akses Wisata;

4. Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal,

5. Penguatan Solidaritas Sosial Berbasis Kearifan Lokal,

6. Percepatan Penerapan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik.
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Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun
2024 tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai pada
akhir tahun 2024 antara lain :
1. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang
Perekonomian Dan Aksesibilitas;
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan;
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Dan Pendapatan
Masyarakat;
Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan;
Meningkatnya daya saing pariwisata;
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat;

Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat;

e

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;

10. Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif.
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BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang
Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan, merupakan komponen yang sangat penting dan strategis
dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai
anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik,
mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal
daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh
Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan
hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri
dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan terdiri
dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi :
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Pendapatan Transfer :
Merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah lainnya, yang terdiri dari :
a. Transfer Pemerintah Pusat :
1) Dana Perimbangan
a) Dana Transfer Umum
(1) Dana Bagi Hasil
(2) Dana Alokasi Umum
b) Dana Transfer Khusus
(1) DAK Fisik
(2) DAK Non Fisik
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2) Kebijakan Insentif Fiskal
3) Dana Otonomi Khusus
4) Dana Keistimewaan
5) Dana Desa
b. Transfer Antar Daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil
2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
a. Hibah
b. Dana Darurat
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk
meningkatkan berbagai sumber penerimaan baik dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam
merencanakan target pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan Asli
Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi
penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi
daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyek penerimaan.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah
masih harus terus ditingkatkan. Sejalan dengan terus menguatnya
pemulihan ekonomi nasional, perbaikan fondasi ekonomi dalam dua
tahun terakhir juga memberikan manfaat signifikan bagi penguatan daya
tahan perekonomian dari tekanan eksternal. Adapun sumbangsih
pendapatan terbesar masih mengandalkan Pendapatan Transfer baik
Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari
APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan
pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka
melaksanakan Otonomi Daerah. Dilaksanakan dalam rangka
desentralisasi, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara
pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan
pemerintahan antar daerah, dan mengurangi kesenjangan layanan
publik antar daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer

Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.
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Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer

Dari asumsi awal pada saat penyusunan Kebijakan Umum APBD
2024, pendapatan daerah mengalami kenaikan dari target semula.
Pendapatan Daerah pada APBD induk Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp1.679.341.065.069,00 dan diproyeksikan pada perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl.746.152.617.906,00 sehingga
mengalami kenaikan sebesar Rp66.811.552.837,00 atau 3,98% dari
APBD induk tahun 2024.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024
dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar
Rp217.633.152.607,00, mengalami
Rp7.872.502.307,00 atau 3,75% jika dibandingkan dengan induk Tahun
2024. Pendapatan
Rp1.528.519.465.299,00, mengalami

Rp58.939.050.530,00 atau 4,01% jika dibandingkan dengan induk

kenaikan sebesar

Anggaran Transfer direncanakan  sebesar

kenaikan sebesar
Tahun Anggaran 2024.
Adapun Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran

2024 secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.I
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode Uraian Sebelum Setelah Berlebih/ %
Perubahan Perubahan Berkurang ¢
4 PENDAPATAN
DAERAH
PENDAPATAN ASLI
4.1 DAERAH (PAD) 209.760.650.300 | 217.633.152.607 | 7.872.502.307 | 3,75
4.1.01 | Pajak Daerah 49.991.877.300 52.335.271.300 | 2.343.394.000 | 4,69
4.1.02 | Retribusi Daerah 51.475.258.215 54.042.447.150 | 2.567.188.935 | 4,99
Hasil Pengelolaan
4.1.03 | Kekayaan Daerah yang 2.900.000.000 2.900.000.000 0| 0,00
Dipisahkan
4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah 105.393.514.785 |  108.355.434.157 | 2.961.919.372 | 2,81
PENDAPATAN
4.2 TRANSFER 1.469.580.414.769 | 1.528.519.465.299 | 58.939.050.530 | 4,01
42,01 | Pendapatan Transfer 1.358.497.523.000 | 1.394.463.867.923 | 35.966.344.923 | 2.65
Pemerintah Pusat
4.2.02 PD‘:;?;EM“ Transfer Antar | 1} 585891769 | 134.055.597.376 | 22.972.705.607 | 20.68
JUMLAH PENDAPATAN 1.679.341.065.069 | 1.746.152.617.906 | 66.811.552.837 | 3,98
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BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka
kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan,
akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah dalam rangka
mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk
pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen
RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan
prioritas dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun
nasional.

Perubahan Pendapatan Daerah tentunya berpengaruh terhadap
kebijakan Belanja Daerah, mengingat pendapatan tersebut diikuti
dengan ketentuan yang mengatur terkait penggunaan dan
pengelolaannya, yakni berupa petunjuk teknis yang baru baik dari
Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.

Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada tahun
2024 dengan prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen
RKPD induk, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-
angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten
Pacitan semakin menurun.

Secara umum komponen belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal yang didalamnya terdiri atas Belanja Modal Tanah,
Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan
Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal
Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga.

4. Belanja Transfer yang didalamnya terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan

Belanja Bantuan Keuangan.
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Secara terperinci komponen Belanja Daerah tersebut diuraikan
sebagai berikut :
1. Belanja Operasi
Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat
jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis :

a. Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN dan dianggarkan pada
belanja SKPD bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Pacitan
memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau
dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka
melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pacitan.

c. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran
bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang
berdasarkan perjanjian pinjaman. Jenis belanja ini untuk
perubahan Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

d. Belanja Subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang
dihasilkan oleh BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat
terjangkau oleh masyarakat. Jenis belanja ini untuk perubahan
Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

e. Belanja Hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap
tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk
menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah

Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung
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terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan dianggarkan
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah = setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib
dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial dan
dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib
dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh

peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya
yang memenuhi kriteria :
a. memenuhi masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
b. digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah.
c. batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan

Kepala Daerah.

Belanja modal dianggarkan sebesar harga beli atau bangun aset

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

3. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan
pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, dan

bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2024



4. Kebijakan Belanja Transfer
Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah

Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah

Daerah kepada Pemerintah Desa, terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil
yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota
atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau
pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah
daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja
bantuan keuangan ini terbagi atas :

1. Bersifat umum, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan
kepada penerima bantuan.

2. Bersifat khusus, peruntukannya ditetapkan oleh pemberi
bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima
bantuan. Pemberi bantuan dapat mensyaratkan pendamping

dalam APBD atau APBDes penerima bantuan.

Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja
Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan
pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang
merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan kemampuan keuangan
daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan pembiayaan, maka jumlah
pendanaan yang dimungkinkan untuk Belanja Daerah pada perubahan
KUA Tahun 2024 sebesar Rpl1.862.661.464.007,00 yang digunakan
untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan

Belanja Transfer.
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Belanja Operasi pada perubahan KUA direncanakan sebesar
Rp1.354.168.542.286,00 yang digunakan untuk :
1. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp785.029.434.514,00.
2. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar
Rp495.619.763.619,00.
Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp72.843.944.153,00.
Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp675.400.000,00.

Belanja Modal pada perubahan KUA direncanakan sebesar

Rp218.773.971.858,00 yang digunakan untuk :

1. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp5.560.044.000,00.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar
Rp36.742.551.752,00.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar
Rp72.372.136.399,00.

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar
Rp98.733.805.093,00.

5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya direncanakan sebesar
Rp5.046.734.614,00.

6. Belanja Modal Aset lainnya direncanakan sebesar

Rp318.700.000,00.

Belanja Tidak Terduga pada Perubahan KUA direncanakan
sebesar Rpl10.167.394.738,00 yang digunakan untuk pengeluaran
anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat, keperluan
mendesak sesuai dengan karakteristik Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya, dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya.

Belanja Transfer pada perubahan KUA direncanakan sebesar
Rp279.551.555.125,00 yang digunakan untuk :
1. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp7.513.741.825,00.
2. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar

Rp272.037.813.300,00.
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Adapun Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel V.I
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Berlebih/ %
Berkurang
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 1.256.189.937.227 | 1.354.168.542.286 97.978.605.059 7,80
5.1.01 | Belanja Pegawai 768.672.544.639 785.029.434.514 16.356.889.875 2,13
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa 420.286.420.735 495.619.763.619 75.333.342.884 17,92
5.1.04 | Belanja Subsidi 27.600.000 0 -27.600.000 | -100,00
5.1.05 | Belanja Hibah 66.489.371.853 72.843.944.153 6.354.572.300 9,56
5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial 714.000.000 675.400.000 -38.600.000 -5,41
5.2 BELANJA MODAL 162.372.816.515 218.773.971.858 56.401.155.343 34,74
5.2.01 | Belanja Modal Tanah 2.025.000.000 5.560.044.000 3.535.044.000 174,57
5.2.02 I\B/Ieeljl‘rlfa Modal Peralatan dan 25.242.852.078 36.742.551.752 11.499.699.674 45,56
5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan 67.678.436.329 72.372.136.399 4.693.700.070 6,94
Bangunan
5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, 63.022.325.324 98.733.805.093 35.711.479.769 56,66
dan Irigasi
5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap 4.150.903.784 5.046.734.614 895.830.830 21,58
Lainnya
5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya 253.299.000 318.700.000 65.401.000 25,82
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 6.000.000.000 10.167.394.738 4.167.394.738 69,46
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga 6.000.000.000 10.167.394.738 4.167.394.738 69,46
5.4 BELANJA TRANSFER 274.778.311.327 279.551.555.125 4.773.243.798 1,74
5.4.01 | Belanja Bagi Hasil 6.157.083.027 7.513.741.825 1.356.658.798 22,03
5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan 268.621.228.300 272.037.813.300 3.416.585.000 1,27
JUMLAH BELANJA 1.699.341.065.069 | 1.862.661.464.007 | 163.320.398.938 9,61
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BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, maka kebijakan
pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk
pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang
APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan
pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
diantaranya ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit
tersebut, dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun
2023.

3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka
diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan
pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto
nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran sehingga tidak

menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan bersumber dari :

a. SiLPA;

o

Pencairan dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

a0

Penerimaan pinjaman daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau

.0

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran
2024 semula direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 berubah
menjadi sebesar Rp116.508.846.101,00. Hal ini diperoleh dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
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6.2

Adapun Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran

2024 secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah

Tabel VI.I

Tahun Anggaran 2024

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

DASAR HUKUM

KODE URAIAN (Rp)
SEBELUM SETELAH
PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000 | 116.508.846.101 | Peraturan Menteri Dalam
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan 20.000.000.000 116.508.846.101 Negeri No. 79 Tafun 2018

Anggaran Tahun Sebelumnya

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan

20.000.000.000

116.508.846.101

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan

Pembiayaan Netto

20.000.000.000

116.508.846.101

tentang Badan Layanan
Umum Daerah

Perda No. 2 Tahun 2024
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA.
2023

Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk :

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembentukan dana cadangan;

Pemberian pinjaman daerah, dan/atau

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan untuk Perubahan KUA Tahun Anggaran

2024 tidak direncanakan.
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BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pacitan dan perubahannya merupakan sebuah perwujudan pencapaian visi
dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pacitan yang memberikan
arah terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024.
Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD)
Tahun 2024 merupakan penyesuaian di tahun berjalan pada penjabaran tahun
ke tiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Hal ini didasarkan pada hasil
analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu
strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, maka
disusunlah prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2024 untuk
menjawab isu-isu tersebut.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Pacitan selaras dan mendukung
dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis
Kabupaten Pacitan yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan
Tahun 2021-2026 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Sarana Prasarana
Kesiapsiagaan Bencana
Pembangunan Infrastruktur mempunyai peranan yang sangat vital dalam
pemenuhan hak dasar masyarakat. Ketersediaan Infrastruktur dapat
memberikan pengaruh pada peningkatan akses masyarakat terhadap
sumber daya sehingga meningkatkan akses produktivitas sumber daya
yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyediaan
infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, bendungan, saluran
irigasi, bandara dan pelabuhan menjadi aspek yang penting, selain itu
infrastruktur teknologi melalui pemerataan internet juga menjadi daya
dorong yang sangat penting, dengan semakin mudahnya akses
trasnportasi dan komunikasi dapat memudahkan aktivitas sosial ekonomi
masyarakat. Infrastruktur tidak hanya dituntut untuk terpenuhi saja
tetapi bagaimana konektivitasnya bisa terjamin dalam rangka
menggerakkan ekonomi berbasis potensi unggulan khususnya disektor
pariwisata, perikanan dan pertanian. Dalam pembangunan infrastruktur
perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, kemanfaatan,
kemudahan, dan konektivitas pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan

demikian akan tercipta kepuasan masyarakat terhadap layanan
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infrastruktur. Selain itu Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan
Provinsi Jawa Tengah maka Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu
menangkap peluang dan banyaknya proyek strategis nasional yang
direncanakan di Kabupaten Pacitan.

Kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Samudera
Hindia serta di dominasi daerah perbukitan dan pegunungan,
menyebabkan Kabupaten Pacitan menjadi salah satu kabupaten yang
rawan terkena bencana alam antara lain Gempa Bumi, Tanah Longsor,
Gelombang Pasang Tsunami, dan Banjir. Oleh karena itu, sarana dan
prasarana kesiapsiagaan bencana merupakan aspek yang harus ada
dalam kabupaten rawan bencana. Dokumen Strategis Pengurangan Risiko
Bencana (PRB) tingkat daerah dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim
serta kebencanaan mutlak harus dijadikan dasar dalam tata kelola
mitigasi bencana. Sosialisasi Kesiapsiagaan dan Pendidikan Mitigasi
Bencana (Bencana Alam, Non-Alam dan wabah) harus dilakukan secara
berkala serta menghidupkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan
(SISKLAMING) dan Perondaan di lingkungan Rukun Tetangga (RT). Selain
itu upaya penanggulangan bencana atau kesiapsiagaan berbasis
komunitas juga menjadi alternatif strategi dalam rangka mewujudkan
ketahanan daerah yang diiringi dengan peningkatan kuantitas dan
kualitas sarana penunjang.

Tuntutan Pemenuhan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Upaya pemerintah dalam rangka pemenuhan layanan pemerataan
kesempatan pendidikan tidak hanya terbatas dilakukan melalui
pendidikan formal, tetapi juga melalui pendidikan nonformal. Pendidikan
nonformal diperuntukkan bagi masyarakat yang terkendala masalah
ekonomi, sosial, keterbatasan waktu, tempat atau alasan lainnya sehingga
tidak berkesempatan mengikuti pendidikan di jalur formal yakni
pendidikan menengah. Kondisi tersebut merupakan salah satu prioritas
pembangunan Pemerintah Kabupaten Pacitan serta mendukung prioritas
Provinsi Jawa Timur dengan kebijakan Bhakti Jatim Cerdas dan Sehat.
Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan pelayanan pendidikan yang
tercukupi dengan luas area yang cukup besar dan kontur geografis yang
bermacam-macam. Dalam rangka menjamin pemerataan dan aksesibilitas
layanan pendidikan perlu upaya pemerintah antara lain, melalui jalur
afirmasi bagi siswa tidak mampu, memberikan beasiswa bagi siswa
berpotensi dan siswa dari keluarga kurang sejahtera serta memperluas

cakupan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang belum sekolah.
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Selain itu juga diperlukan adanya peningkatan kualitas bagi tenaga
pendidik dan kemudahan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat serta
peningkatan sarana dan prasana pendidikan melalui standarisasi
akreditasi serta mengembangkan sistem layanan dan pembelajaran
berbasis digital. Dengan tersedianya potensi alam yang melimpah dan
beraneka ragam di Kabupaten Pacitan, penguatan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) pada jurusan Kelautan, Teknologi Pertanian, dan
Pariwisata akan menjadi alternatif pendidikan.

Tuntutan Peningkatan Standar Kualitas Layanan Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dapat dicapai
dengan pembangunan kesehatan di segala lini. Tujuan pembangunan
kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang optimal. Pemerintah Kabupaten Pacitan
bertekad untuk meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga
kesehatan dan kebiasaan hidup sehat dengan ditentukannya berbagai
kebijakan antara lain: Menekan angka kemaatian ibu; Meningkatkan
cakupan pelayanan gizi balita dan anak; Meningkatkan kualitas pelayanan
sarana dan prasarana penunjang di puskesmas; Menekan kasus stunting;
Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan obat-
obatan; Menggiatkan kampanye perilaku hidup bersih; dan Meningkatkan
kualitas dan jangkauan pelayanan KB.

Tuntutan Pembangunan Infrastruktur Strategis Pengungkit Ekonomi
Kabupaten Pacitan

Pembangunan infrastruktur strategis yang menjadi  prioritas
pembangunan pengungkit ekonomi di Kabupaten Pacitan merupakan
sebuah pilihan yang logis wuntuk mengejar ketertinggalan dan
meningkatkan daya saing daerah. Geografis Kabupaten Pacitan yang di
dominasi pegunungan dan perbukitan menunjukkan bahwa daya tahan
Kabupaten Pacitan tergantung pada ketangguhan infrastruktur yang
menunjang akses destinasi pariwisata sehingga membangkitkan
pertumbuhan ekonomi. Kemudahan akses yang ditawarkan melalui
pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan langkah jitu
untuk menarik wisatawan berkunjung ke Pacitan. Dengan meningkatnya
wisatawan, perkembangan ekonomi tentunya mengalami kenaikan. Oleh
sebab itu, Pemerintah Kabupaten Pacitan bertekad untuk meningkatkan

kualitas sarana, prasarana, dan keselamatan jalan.
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Urgensi Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan sebagai Magnet Investasi
untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Peningkatan PAD

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai
permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk
meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap
tenaga kerja. Dengan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten
Pacitan mendorong penguatan sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian
sebagai mesin penggerak ekonomi, diantaranya melalui pengembangan
kawasan pariwisata, peningkatan kualitas dan kuantitas produk
perikanan dan pertanian, serta pembangunan infrastruktur penunjang
aksesibilitas arus ekonomi. Sektor pertanian sebagai sektor penyumbang
kontribusi PDRB terbesar, termasuk isu-isu penanganan bencana di
bidang pertanian, perlu mendapatkan perhatian. Merebaknya wabah
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan kebijakan untuk menanggulanginya
perlu untuk dipertimbangkan seperti pemberian vaksin pada hewan,
kontrol terhadap migrasi hewan ternak, serta pembinaan terhadap
kebersihan dan kesehatan hewan.

Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun
2019, Kabupaten Pacitan sebagai Kawasan strategis telah menetapkan
produk unggulan melalui Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor:
1364 /KPTS/408.12/2019 dimana produk unggulan Kabupaten Pacitan
adalah biofarmaka, kopi, kakao dan kelapa.

Termasuk didalamnya untuk mendukung Major Project Nasional Food.
Pemerintah Kabupaten Pacitan dituntut untuk memperkuat pasar dengan
mengoptimalkan  penggunaan  produk lokal dan mendukung
pengembangan UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi digital,
Pemerintah Kabupaten Pacitan diharapkan mampu meningkatkan
diversifikasi pasar nasional sampai dengan pasar ekspor. Untuk itu, perlu
penguatan perjanjian kerja sama perdaganan antar daerah dan
internasional. Tidak menutup kemungkinan di tahun yang akan datang
pasar internasional akan menjadi peluang ekonomi untuk meningkatan
Pendapatan Asli Daerah.

Urgensi Akselerasi Inovasi Layanan Publik dan Kepuasan Masyarakat
Terhadap Hadirnya Pemerintah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju
menjadi isu penting dalam penyediaan layanan publik di Pacitan. Dalam

konteks pelayanan, inovasi di sektor publik menjadi mutlak karena Pacitan
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memerlukan percepatan atau akselerasi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Bagi sektor publik, berinovasi lebih merupakan
tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan berbagai prinsip good
governance. Pemerintah Kabupaten Pacitan dituntut untuk menghasilkan
sebuah percepatan dan efisiensi dalam hal melayani masyarakat seperti
pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi digital lainnya. Pelayanan
Pemerintah terhadap masyarakat harus didukung dengan kemampuan
petugas dalam memberikan pelayanan melalui sikap, sopan santun dan
keramahan. Di lain sisi, ketersediaan dan kemudahan sarana fisik juga
harus dikembangkan dan ditingkatkan.

Perlunya Keberpihakan pada keberdayaan dan perlindungan
perempuan, anak serta penyandang disabilitas.

Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan pada saat ini yang sudah
mencapai 68% perlu diiringi dengan upaya meningkatkan partisipasi
perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu
perlindungan pada perempuan dan anak atas kasus kekerasan dan
pernikahan dini juga patut dijadikan perhatian oleh Pemerintah
Kabupaten Pacitan, mengingat sampai dengan saat ini angka rasio
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami tren peningkatan.
Sehingga diperlukan upaya untuk mempercepat peningkatan advokasi dan
fasilitasi pengarustamaan gender dan anak sehingga keberpihakan
terhadap perempuan dan anak dapat terjamin dengan melalui pendekatan
pembangunan berbasis pemberdayaan yang berkelanjutan.

Belum optimalnya penyelenggaraan jaminan sosial bagi Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kemiskinan masih menjadi isu yang cukup menarik di Kabupaten Pacitan
Melalui upaya pemerataan pembangunan maka diharapkan seluruh
lapisan masyarakat dapat ikut andil dalam wupaya pengentasan
kemiskinan. Solusi dalam permasalahan kemiskinan adalah melalui
pemberian bantuan sosial dalam bentuk kebutuhan pangan, sandang, dan
papan. Ketepatan sasaran dan pengawasan mutlak harus dilakukan,
didukung dengan validasi Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh
pemerintah daerah secara bertahap.

Tuntutan terciptanya kondusifitas lingkungan yang aman dan tertib
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat merupakan
salah satu urusan yang memiliki peran strategis dalam rangka
mewujudkan rasa aman guna menunjang efektifitas pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Untuk
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11.

mewujudkan situasi kondisi masyarakat dengan tertib dan tentram
dibutuhkan aturan hukum, guna menumbuhkembangkan sikap disiplin
dalam berperilaku bagi setiap orang atau kelompok masyarakat, berbudi
pekerti luhur, taat hukum, kesusilaan dan keagamaan sehingga terwujud
harmonisasi sosial. Dalam rangka menjamin dan memberikan rasa aman
bagi masyarakat maka perlu didukung Sumber Daya Aparatur yang
berkualitas dan memiliki kapabilitas demi tercapainya stabilitas dalam
menjalankan pemerintahan daerah.

Pentingnya penguatan kapasitas petani, nelayan dan pelaku usaha
sektor pariwisata dalam menyongsong Industri 4.0

Perkembangan teknologi menuntut segala aspek kehidupan untuk
berkembang lebih cepat dengan menyesuaikan perkembangan zaman.
Sektor pertanian, perikanan dan pariwisata di Kabupaten Pacitan juga
diharapkan dapat bersaing dalam kemajuan penggunaan teknologi.
Penguatan kapasitas petani dan nelayan perlu di tingkatkan guna
meningkatkan efektifitas produksi pertanian. Pertumbuhan produktivitas
padi dan bahan utama sektor lainnya tercatat memiliki tren yang
meningkat namun belum signifikan. Wisatawan baik lokal maupun manca
negara rata-rata memiliki pengetahuan yang cukup dinamis terkait
kemajuan teknologi sehingga pelaku usaha pada sektor pariwisata juga
dituntut agar dapat menyesuaikan kapasitasnya guna menyongsong
industri 4.0.

Belum optimalnya penguatan Pendidikan karakter dengan integrasi
Pendidikan formal dan kebangsaan

Pendidikan karakter menjadi salah satu isu besar aspek pendidikan dalam
kurun waktu 10 tahun terakhir, hal ini menyusul adanya dampak
globalisasi yang mulai mengikis budaya dan karakter bangsa. Terfokusnya
pendidikan pada bidang ilmu pengetahuan berdampak pada
terkesampingnya nilai-nilai karakter sehingga generasi muda cenderung
kurang memperhatikan norma sosial, budaya dan agama. Oleh karenanya
pendidikan karakter harus tetap di tekankan agar dapat menciptakan
generasi yang berwawasan tinggi melalui pendidikan formal serta berbudi

luhur.
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BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang
melandasi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD akibat adanya
kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, dapat dilakukan penambahan atau
pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum
tertampung dalam Nota Kesepakatan. Penambahan atau pengurangan program
dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses
pembahasan Perubahan PPAS tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan
Perubahan KUA.

PIMPINAN

Pacitan, S Agustus 2024

Drs. EKO SETYORANU
WAKIL KETUA
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